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ABSTRAK

Secara normatif segala keputusan hukum tentang perkawinan di
Indonesia, terutama dalam pengadilan agama, selalu mengacu pada
UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai
aturan pendukungnya. Banyak wacana untuk melakukan revisi untuk
UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya, tuntutan datang
dari Komnas Perempuan dan Mantan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Mutia Hatta yang memandang masih adanya bias gender
pada aturan tersebut. Oleh sebab itu, maka penelitian ini akan
membahas permasalahan berikut: (1) Bagaimana respon hakim
agama terhadap aturan hukum perkawinan di Indonesia terkait isu
kesetaraan jender, (2) Bagaimana hubungan antara pemahaman
hakim agama tentang gender dan aturan hukum perkawinan.

Setelah di analisis didapatkan kesimpulann bahwa, Pertama, Respon
hakim agama terkait kesetaraan gender dalam UUP dan KHI
memiliki dua bentuk. (1) hakim agama memiliki kecenderungan
normative dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan
suami istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum
(yuridis). (2) Responden secara umum mempersepsikan peran yang
cenderung lebih elastis antara suami dan istri dalam kehidupan
keluarga. Responden tidak membagi peran antara suami-istri secara
kaku pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan nafkah, rumah
tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sebagian besar berpendapat
bahwa kerjasama di antara keduanya justru lebih baik, bukan
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pembagian peran yang ketat. Kedua, Memahami kedudukan antara
laki-laki dan perempuan secara normative dengan mendudukkan laki-
laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga
justru memberikan kepastian hukum dalam perubahan konstruksi
gender kekinian yang elastis di mana laki-laki dan perempuan dapat
saling membagi perannya tanpa tersekat. Dari sini tampak suatu
hubungan antara hukum yang member kepastian di tengah perubahan

sosial.

Kata Kunci: gender, hakim agama, perkawinan

Pendahuluan

Secaranormatif segalakeputusan
hukum tentang perkawinan di Indonesia,
terutamada am pengadilan agama, selau
mengacu pada UU No 1 Tahun 1974
dan Kompilass Hukum Islam (KHI)
sebagal aturan pendukungnya. Namun,
aturan mengena perkawinan negarayang
bersumber padapemahaman Idam ban-
yak dipersoad kan, terutamaterkait deng-
an adanyabiasgender dalam peraturan
tersebut.

Banyak muncul wacana untuk
melakukan revis untuk UU No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Misalnya,
tuntutan datang dari Komnas Perempuan
dan Mantan Menteri Pemberdayaan Pe-
rempuan M utiaHattayang memandang
masi h adanyabias gender padaaturan
tersebut. Begitu juga dengan KHI
(Kompilas Hukum Idam) jugabanyak
dipersoalkan, hingga sempat heboh
dengan munculnyacounter legal draft
atas KHI yang dikeluarkan oleh Siti
Musdah Mulia dan kawan-kawannya
yang memunculkankontrovers.

Beberapa pihak dan penelitian
terdahulu mengungkapkan beberapa
poin mengenai ketidakadilan gender
dalam peraturan tentang perkawinan
seperti dalam UU No 1 tahun 1974 dan
Kompilas Hukum Islam. Penelitian M
Abdul Hamid dan Nur Fadhilah (2006)
mengungkapkan bahwapersodan utama
dalam kedua peraturan tersebut masih
mengandung biasgender, yakni menem-
patkan posg laki-laki yanglebih superior
dibandingkan dengan perempuan dalam
rumah tangga. Kritik terhadap peraturan
ini terletak padapasal 31 ayat (3) UUP
No.1 tahun 1974 yang secara tegas
menyebutkan bahwa “suami sebagai
kepala keluarga dan isteri sebagai ibu
rumah tangga”, serta pasal 34 (2)
“suami wajib melindungi isteri dan
isteri wajib mengatur rumah tangga
sebaik-baiknya (M Abdul Hamid dan
Nur Fadhilah. 2006).

Sedangkan kritik adanyabiasgen-
der dalam KHI terletak pada Pasal 83
(1) yang menyatakan bahwa“istri wajib
berbakti [ahir dan batin kepada suami”
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dan pasal 84 yang menyatakan “istri
dianggap nusyuz jikaiatidak dapat me-
laksanakan kewajiban-kewajiban seba
gaimanadimaksudkan dalam pasal 83
(1) (Arjuwin Tagwa. 2009).

Keduapenditianitu menunjukkan
adanyapengaruh ketidak adilan gender
dalam penetapan poligami dan tal ak.
Hasil kgjianitu, nampak bertolak bela-
kang dengan asas yang diusung untuk
pembuatan peraturan tersebut, yakni
adanyakeadilan antarasuami danistri.
Begitujugadengan spirit Idamitu sendiri
yang menghendaki kesetaraan. Namun
demikian, bahwakonsep keadilanmeru-
pakan konstruks yang bisasgaberubah
menyesuaikan.

Tuntutan akan keadilan gender
adalah ggjalaperubahan sosid . Terkait
dengan perubahan sosial tersebut, dan
semangat bahwaldam sangat menjun-
jungtinggi kesetaraan bagi laki-laki dan
perempuan, makamulai banyak muncul
wacanauntuk merevis keduaperaturan
tersebut.

Wacanatersebut tidak hanyada-
tang dari kaum feminissgjayang men-
coba untuk mendekonstruksi ulang
pemahaman tentang gender, melainkan
wacanatersebut mungkin telah menjadi
tuntutan mainstream untuk saat ini.
Namun perkembangan perubahanini,
belum sepenuhnya menyentuh pada
perubahan peraturan hukum yang ber-
laku. Nyatanya, wacanarevis perubahan
UU Perkawinan, belum terealisasi
sampai saat ini.

Hakim agama, sebagai yang ber-
tugas memutuskan suatu perkaraberda
sarkan peraturan yang berlaku, diasum-
sikan sebagai pihak yang lebih cepat
dalam merespon perubahan sosial dari
pada peraturan yang menjadi rujukan-
nya. HarisLuthfi (2005), seorang hakim
agamadari PN Jambi, misalnya, mene-
mukan bahwamasih ada keterbatasan
ruang bagi perempuan dan ketidak adilan
gender dalam peraturan tentang keluarga
di Indonesia(HarisL uthfi. 2005).

Sebagal hakim, asumsinya, iaakan
menegos asikan antarapemahaman gen-
der yang dimilikinyaterhadap peraturan
perundangan yang berlaku. Sampai saat
ini, banyak penelitian yang mencoba
mengevauas hubungan antarakonsep
keadilan gender dari berbagai perspekif
dengan hukum perkawinandi Indonesia
Namun begitu bel um banyak yang mene-
liti tentang bagaimanarespon hakimitu
sendiri terhadap hukum perkawinan di
Indonesia

Untuk membatasi persoalan,
penditianini melihat bagaimanapemaha:
man hakim terhadap konsep kesetaraan
gender dan responnya pada peraturan
atau hukum perkawinan (UU No 1 tahun
1974 Pasal 31 ayat 3, Pasal 34 dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat
1, Pasal 80 ayat 1,3, dan 5 dan Pasal 83
ayat 2).

Hal tersebut disebabkan oleh dua
ha yang menjadi |atar belakang masalah
pada . Pertama, UU No 1 tahun 1974
danInpres(Instruks Presidenno 1 Tahun
1991 tentang Kompilas Hukum Islam
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(KHI)) masih dipandang bias gender
bagi sebagian kalangan. Kedua, kese-
taraan gender diposisikan sebagal kons-
truks sosial yang dipahami secarasub-
yektif. Sementarahakim agamamemiliki
pandangannya sendiri terkait dengan
konsep kesetaraan gender.

Oleh sebabitu, makapenditianini
akan membahas permasal ahan berikut:
(1) Bagaimanarespon hakim agamater-
hadap aturan hukum perkawinan di
Indonesiaterkait isu kesetaraan jender?
(2) Bagaimanahubungan antarapemaha:
man hakim agamatentang gender dan
aturan hukum perkawinan?

Penelitian ini mencoba untuk
mengeksploras berbagai respon hakim
terhadap hukum perkawinandi Indonesia
terkait dengan isu kesetaraan jender.
Tujuannya adalah mengetahui sgjauh
mana pemahaman hakim terhadap isu
kesetaraan jender, di samping untuk
mengetahui apakah UU Perkawinan
yang selalu menjadi rujukannyadalam
setiap keputusan hukum telah sesuai
dengan pemahaman mereka terhadap
kesetaraan jender.

K edua, pemahamanyang dimiliki
hakim agamatentang konsep kesetaraan
jender, tentunya memiliki pengaruh
terhadap peraturan yang ada. Oleh sebab
itu, penditianini berupayauntuk menge-
tahui bagaimana pandangan mereka
tentang perlu atau tidaknyamelakukan
revis terhadap UU Perkawinan yang
banyak disebut .

Metode Penelitian
1. JenisPenditian

Pendlitianini dikategorikan sebagai
penelitian |apangan yang mengungkap
uatufenomenasosa mdaui Sudi kesus
Oleh sebabitu, kgjian yang akandiung-
kap dari pendlitianini adalah persoalan
kesetaraan gender menurut pandangan
hakim agama.

2. Pendekatan

Penditianini memaka pendekatan
kuditetif. Menurut Cressivell sebagaima:
nadikutip oleh Patilima (2005: 66-67),
pendekatan kualitatif adalah prosesin-
vestigasi. Secarabertahap pendliti ber-
upaya memahami fenomena sosial
dengan membedakan, membandingkan,
meniru, mengkatal ogkan dan mengelom-
pokkan obj ek studi. Peneliti memasuki
duniainforman dan melakukan interaks
terus-menerus dengannyasertamencari
sudut pandang dari informan (Hamid
Patilima. 2007: 66-67).

Padapendekatan kualitatif, pene-
liti merupakan instrumen utamadalam
mengumpulkandata. Fokuspenditiannya
adapadaperseps dan caramemandang
kehidupaninforman padasubyek perma:
salahan. Sehingga, akan didapat suatu
realitas yang majemuk dengan proses
yang terusberlangsung. Dengan demiki-
an, secarakudlitatif, penditianini meng-
gunakan analisa mendalam (in-depth
andysis) untuk memperoleh datadanin-
formasi yang berkaitan dengan respon
sertanegosas hakimterhadap peraturan
perkawinandi Indonesia
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3. Subyek dan Obyek Pendlitian

a. Subyek penelitan adalah sumber
utamapenelitianyang digali infor-
measinyasebagal sumber data Daam
penditianini subyek penditan adaah
UU No 1 tahun 1974 tentang Per-
kawinan dan Kompilasi Hukum
Idam (KHI). Sebagai subyek pene-
litian, keduaperaturan tentang perka-
winan itu akan dikgji secaramen-
dalam tentang substansinya me-
ngenai konsep kesetaraan gender.

b. Obyek penelitianini adalah hakim
agamadi pengadilan agama Sura-
karta. Hakim agamasebagai individu
yang memiliki pandangannyasendiri
terkait konstruksi gender yang
dipengaruhi baik agama maupun
perubahan sosial yang ada. Dari
pandangan Hakim Agamatersebut
selanjutnyaakan dicari bagaimana
respon merekaterhadap keduaatu-
ran tersebut sebagal subyek pene-
litian.

4. Lokas Pendlitian
Penelitian ini akan mengambil lo-
kasi penelitian di Pengadilan Agama

Surakartadengan alasan-d asan sebagai

berikut:

a. Surakartaadalah kotayang cukup
plura dalam pandangan keegamaan,
sehinggadiharapkan akan menggdi
informasi yang majemuk tentang
persoalan gender dan agama; dan

b. Surakartamemiliki masyarakat yang
tidak mutlak patriarkis. Justru
banyak ditemukan kedudukan

perempuan yang tidak tersubordines
olehlaki-laki ddamkehidupanrumah
tangganya. Sehinggadapet dikatakan
budaya misoginy hampir sulit
ditemukan di Surakarta. Di sini akan
menarik untuk menggali bagaimana
pertemuan antaraagamadan budaya
setempat tentang konstruks gender.

5. Teknik Pengumpulan Data

Datayangakandigdi dari pendliti-
anini meldui instrument questioner dan
interview.

Pertama-tama, questioner diguna:
kan untuk mengumpulkan keseluruhan
pendapat hakim agama tentang relasi
gender.

Kedua, metode wawancaradila-
kukan secara in-depth kepada hakim
agama tentang responnya terhadap
peraturan perkawinan di Indonesia. Hal
ini bertujuanuntuk mengukur sgauhmana
konstruks merekatentang keadilan gen-
der. Selanjutnya, wawancarajugadigu-
nakan untuk mengeksplorasi polanego-
siasi antarapemahaman hakim agama
terhadap hokum perkawinan di Indo-
nesa

6. Metode Pengolahan datadan Andi-
sisdata

Daam mengol ah datadiperlukan
langkah-langkah berikut. Pertama, perlu
dilakukan kodifikas terhadap pertanyaan
questioner yang digjukan. Kedua, trans-
krips untuk menuangkan datainterview,
dokumentasi dan obeservasi dalam
bentuk tulisan. Ketiga, dil akukan pengor-
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ganisasian data dengan mengelom-
pokkan menjadi beberapa bagian, se-
hinggadapat diperoleh anaisiskritisse-
caraakurat terhadap datatersebut.

Karenapenditianini berupayaun-
tuk mencari konsep kesetaraan gender
dalam peraturan perkawinan dengan ha-
kim agama sebagai objeknya, metode
analisisyang akan digunakan bersifat
induktif.

Pandangan hakim yang majemuk
dan caranegosias yang merekalakukan
dianggap sebagai suatu proposisi awal
bukan sebagal sebuah kesmpulan. Oleh
sebabitu, konsep ini tidak dicari berda-
sarkan perseps awal pendliti. Kesmpu-
lan yang akan didapat berdasarkan pada
inter-relasi antara pandangan hakim
agama terhadap konsep kesetaraan
gender yang dipahaminya. Peran pendliti
hanyalah memasukkan pikiran kritis
terhadap hasi| dari pendlitianini di akhir
pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Respon hakim agama terhadap
aturan hukum perkawinan di
Indonesia terkait isu kesetaraan
jender?

Gender menurut bahasadiartikan
sebagai jeniskelamin. Namun makna
gender tidaklah sekedar jeniskelamin
yang membedakan laki-laki maupun
perempuan, gender lebih dimaknai
sebagal hubungan antaralaki-laki dan
perempuan dalam suatu konteks sosial
tertentu (Nasaruddin Umar. 2001 33-
34). Dari perspektif itu, kitadapat me-

nyadari bahwa konsep gender adalah
kontekstual. Suatu pemahaman yang
kontekstual berarti konstruktif yang
ditentukan oleh kondis sosial, domain
atau wilayah danwaktu.

Hukum adalah produk dari kons-
truks masyarakat terhadap suatu reditas
yang dipahaminya. Dengan kata lain
hukum mencerminkan apayang dipaha:
mi oleh st pembuatnya. Namun bukan
berarti hukum berkembang sedinamis
pemahaman masyarakat. Hukum mung-
kin tidak berkembang, karena prose-
durnyayang tidak mudah untuk berubah
juga manusia yang tidak selalu dapat
merespon perubahan. Perkembangan
masyarakat cenderung plura yang men-
capal polarisasi antarakonservatif dan
progresif. Sdlau sgaterdapat kontestas
dalam diskursusdalam masyarakat, dan
hukum sebagai ranah kontestasi dari
diskursusitu.

Jkadicermati terdapat kontestas
diskursustentang gender di Indonesia.
Sebagian masih mempertahankan kon-
sep lama, bahwa kedudukan | aki-1aki
lebihtinggi dari perempuan. Sebdiknya,
sebagianlagi menuntut posis kesetaraan
antaralaki-laki dan perempuan. Kontes-
tad diskursusitu dapat dilihat dari perbe-
daan pandangan mengenai hukum ten-
tang gender, dibahasdi sini hukum per-
kawinandi Indonesia

SemuawargaNegaratunduk pa-
dahukum perkawinanyang diatur dalam
UU No 1 Tahun 1974. Selain itu,
terdapat KHI (Kompilas Hukum Idam)
yang mengatur tentang perkawinan bagi
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pemeluk agamaldam. Dari keduapera-
turan tersebut terdapat beberapa pasal
yang berisi tentang konsep, relasi dan
peran gender .

Pertama, terdapat padaUndang-
Undang No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang sel anjutnya disebut
dengan UUPdi antaranya.

Pasal 31 (3)

Suami adalah kepalakeluargadan I stri

addahiburumahtangga

Pasal 34

(1) Suami wajib mdindungi istrinyadan
memberikan segal asesuatu keper-
[uan rumah tangga sesuai dengan
kemam-puannya

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah
tanggasebaik-baiknya

Kedua, dalam kompilas hukum
Islam (KHI) juga memuat mengenai
kedudukan suami danistri dalam rumah
tangga
Pasal 79 (1)

Bahwa suami adalah kepala rumah
tanggasedangkanistri adalahibu rumah
tangga

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing dalam
rumahtangga

(3) Suami wajib memberikan pendidikan
agamapadaistrinya

(5) Bahwakewgjiban suami akan gugur
jikaistri nusuz

Pasal 83 (2)

Bahwa istri menyelenggarakan dan
mengatur rumah tanggasebaik-baiknya

Berbagai peraturan di atasdiang-
gap sebagian kalangan sebagai bias

gender dengan melihatnyadaam sebuah
struktur di manasuami dominan yang
mensubordinas peranistri dalam rumah
tangga. Subordinas salah satunyadari
perbedaan kedudukan di sana. Bebe-
rapapegiat gender memandang pasal-
pasal itu sebagai upaya domestifikasi
perempuan. Sementara dewasa ini
banyak pegiat gender yang menuntut
tidak hanya persamaan kedudukan
antaralaki-laki dan perempuan namun
juga kesetaraan hak dan kewagjiban
dengan menuntut revisi pada pasal di
atas. Jkadilihat secarakesd uruhantidak
semuapasa menampakkan biasnya Ada
peraturan yang jugamemuat kersamaan
kedudukan antarasuami danistri seperti
padaPasa 31 (1) UUPdisebutkan*“Hak
dan kedudukanistri seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam rumah
tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat. Pasal ini merupakan
dasar dari logikakeadilan antaralaki-laki
dan perempuan. Tidak tampak adanya
domestifikasi perempuan di sana.
Perempuan juga bisa berperan besar
dalam ranah publik. Meski sudah
memfasilitas keadilan bagi perempuan,
namun pada pasal-pasal yang lain
nampak perbedaan peran antaral aki-laki
dan perempuan dalam urusan kewgjiban
nafkah, rumah tanggadan sebagai orang
tua

Bebergpaka angan menyebutkan
apayang tertuang dalam UU itu tidak
perludirevisi, karenasudah sesuai de-
ngan keyakinan agama. Tuntutan atas
kesetaraan laki-laki dan perempuan
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dipandang seperti ini. (1) Tuntutan
perempuan setara dengan laki-laki
bertentangan dengan keyakinan agama
karena Islam sudah membagi kewe-
nangan antaralaki-laki dan perempuan.
(2) Keadilan gender akan mengarah pada
keretakan keutuhan rumah tangga,
karena bisa jadi perempuan diberi
pel uang untuk membangkang. (3) Pan-
dangan bahwa konsep kesetaraan da-
tang dari barat yang akan menyebabkan
skaepliberdigme, individudisme danme-
ngarah padaupayapenghancuranidam.

Wacana perubahan hubungan
laki-laki dan perempuan dalam suatu
sistem keluarga jalas akan memiliki
dampak hukumyang berarti. Oleh sebab
itumenggali pandangan dari hakim aga:
mapenting untuk dilakukan untuk sgauh
mana pemahaman relasi gender dari
praktisi hukum yang berkaitan erat
dengan produk hukum yang masi h tetap.

Model Relasi Gender

Has| pendlitianini dirangkumdari
jawaban pararesponden di Pengadilan
AgamaSurakarta. Di PengadilanAgama
Surakartaterdapat del gpan hakim agama
yangterdiri dari enam laki-laki dan dua
perempuan. Parahakim agamatersebut
tidak seluruhnyaberasal dari Surakarta
atau daerah-daerah di sekitarnya.
Sebagai abdi negaramerekaberasal dari
berbagai daerah di Indonesiayang ditu-
gaskan di Pengadilan Agama Surakarta
(Observasi dari dokumentasi hakim
agamadi Pengadilan Agama Surakarta).

Pertanyaan yang digjukan berupa

questioner yang bersifat personal . Hal
ituuntuk mengetahui pandangan ataures-
pon subyektif yang mereka pahami
tentang relas gender. Pemahamanyang
dipahami responden bersifat konstruktif.
Artinyapemahamanini tidak dapat dile-
paskan dari pengalaman subyektif dari
kondig lingkungan yang membentuknya
atas nilai-nilai tertentu. Selanjutnya
penelitian ini berupayauntuk mengeks-
plorasi konstruksi pemikiran mereka
melalui pertanyaan-pertanyaan model
kesetaraan gender.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwaresponden seluruhnyamengata:
kan bahwa kesetaran tidak harus
memiliki kedudukan yang samaantara
suami istri dalam keluarga (lihat bagan
1). Kesetaraan antarasuami istri dalam
keluargadiartikan secarafungsond, yaitu
masing-masngmemiliki perannyasendiri.
Merekamenolak al asan kesetaraan se-
baga kesamaan antarasuami-igtri karena
hubungan keduanyatidak dapat disama:
kan. Sebab jikadisamakan akan menya-
[ahi kodrat hubungan keduanyasebagai
pasangan yang saling melengkapi.

Kedua, mengenai kedudukan
Suami-istri ddamrumahtangga, digukan
pertanyaan tentang setuju atau tidaknya
kedudukan suami sebagal kepaakeuar-
ga. Sdluruh responden menjawab bahwa
suami memang berkedudukan sebagai
kepalakeuarga Alasan mengapasuami
pantas sebagal kepala keluarga ber-
varias (1) secarakodrati sebagaimana
di nashkan bahwasuami berperan besar
sebagal pemimpin. (2) Suami mampu
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bertindak tegas dan harus menjadi suri
tauladan. (3) Suami memiliki tanggung
jawab untuk mencari nafkah bagi keluar-
gaya

Ketiga, digjukan pertanyaan
tentang apakah istri dapat menjadi
kepalakeluarga. Atas pertanyaan yang
disebut terakhir ini seluruh narasumber
mengatakan tidak setuju. Mereka
beralasan (1) secarakodrati seorang istri
dibatasi sebagai seorang ibu untuk
mengurusanak dankduarganya. (2) Itri
tidak dapat memainkan perannyadalam
hubungan sosid di masarakat dan di luar
rumah.

Alasan pertamadiutarakan oleh
sebagian besar dari responden. Namun
aasan keduahanyadiutarakan oleh satu
orang responden. K etikaal asan kedua
ini dikonfrontir denganrespondenlainada
beberapahakim yang mengatakan tidak
sepakat terlebih dua hakim agama
perempuan. Mereka berpendapat bah-
wa istri dapat berperan besar dalam
hubungan sosial kemasyarakatan. Bah-
kan daamkasustertentu, peranidiri lebih
besar daripada suami dari hubungan
sosia kemasyarakatan.

H Setuju

= L T T B =) B [ == R U=
I R I N I N N

Suami Istri

Sebagai

Keseteraan
sebagai

Sebagai Mutlak Istri
kesamaan Pemimpin Pemimpin terhadap

m Tidak Setuju

Kepatuhan

Suami

Bagan | Relasi Gender

Keempat, digjukan pertanyaan
tentang apakah istri mutlak patuh ter-
hadap suami. Sebagian besar responden
yakni enam dari delapan mengatakanti-
dak setuju adanyakepatuhan mutlak se-
orang istri terhadap suami. Responden
yang mengatakan tidak setuju beralasan
bahwa (1) antarasuami danistri berpe-

ran saling melengkapi. (2) Suami tidak
dapat memaksakan kehendak tanpaber-
musyawarah terhadap istri begitu juga
sebdiknya

Sementararesponden yang setuju
dengan kepatuhan istri terhadap suami
dengan alasan bahwa suami sebagai
pemimpin rumah tanggawajib ditaati.
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Namun kepatuhan yang dimaksud ber-
sfat eksepsiond artinyatidak adaanju-
ran kepatuhan jikame anggar agamadan
hukum.

Datayang diperoleh dapat ditarik
kesimpulan bahwaumumnyaresponden
menghendaki poss yang demokratisan-
tarasuami istri. Sedangkan yang setuju
dengan kepatuhan mutlak istri dengan
suami masihmemegang konsistens bah-
waistri berkewajiban mematuhi suami
daam hubungan yang lebih fungsional
yakni mematuhi suami sebagal pemimpin
dalamrumahtangga.

Dari keempat pertanyaan yang
digjukan dapat dis mpulkan sebagai beri-
kut. Pertama, model relasi gender tidak
dipahami sebagai kesamaan kedudukan,
namun sebagai perbedaan kedudukan
yang saling melengkapi. Pararesponden
memiliki keyakinan bahwaantarasuami
danistri memiliki perantersendiri sesuai
dengan kodratnya. L aki-laki berperan
sebagai pemimpin dalam keluarga, se-
mentara perempuan berperan sebagai
manager dalam mengatur rumahtangga:
nya. Hal itutidak hanyasebagai perintah
agamaddam hal ini kodrat namun deng-
an perbedaan itu akan menjadikan mere-
kamampu mencapa suatu tujuanke uar-
ga

Kedua, pararespondentidak me-
lihat hubungan antarasuami istri dalam
keluargasebaga suatu hd yang strukturd
namunlebihdilihat secarafungsond. Ti-
dak adahubungan dominas -subordinas
antarasuami danistri. Merekamemiliki
tanggung jawab yang berbedasatu sama

lannya

K etiga, meskipun suami berkedu-
dukan sebagai pemimpin namun respon-
den menunjukkan pendapat yang ber-
beda atas sifat kepemiminan dalam
keluarga. Sebagian besar responden
menghendaki polakepemimpinandaam
keluargayang demokratis.

Hak dan Kewgjiban dalam Ekonomi

Penditianini jugamengeksploras
pendapat dari responden tentang hak dan
kewajiban suami istri dalam keluarga
Atastemaini digjukan beberapapertan-
yaan tentang hak dan kewajiban suami-
idri dalam ekonomi rumahtanggaantara
lain: (1) suami wajib menafkahi keluarga,
(2) igtri wgib menafkahi keluarga, (3) itri
berpenghesilansendiri. Jawaban aasperta:
nyaanitu seperti terteradaam bagan 2.

Padapertanyaan pertamaapakah
suami memiliki kewajiban untuk menat-
kahi keluarga, hampir seluruh responden
setuju dengan pertanyaan tersebut.
Namun dari delapan responden hanya
satu hakim perempuan yang menyatakan
bahwadiatidak setuju bahwasuami sgja
yang menafkahi keluarga. 1a berpen-
dapat untuk memenuhi kebutuhan eko-
nomi keluarga, istri dan suami memiliki
tanggung jawab bersama.

Sementaradi sisi lain, jawaban
ataspertanyaan keduatentang kewgjiban
istri menafkahi keluargaberbandinglurus
dengan jawaban pertama. Sebagian be-
sar yaitu tujuh dari delapan responden
tidak sepakat dengan kewajiban istri
menafkahi keluarga, karenaitu merupa:
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H Setuju

m Tidak Setuju

L= R = R - R R B = e = B =]

L

Suami Istri Menafkahi
IMenafkahi Keluarga
Keluarga

Istri
Berpenghasilan
Sendiri

Bagan 2. Hak dan Kewajiban dalam Ekonomi

kan kewajiban suami. Sementarasatu

responden kons sten denganjawabannya

pertamabahwasuami danistri memiliki
kewagjiban yang samauntuk menafkahi
keluarga.

Selanjutnyadicobauntuk meng-
eksploras lebihjauh pengecudianjawa:
ban dari satu sumber tadi. Jawabannya
sangat mencengangkan, sebab UU
Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34
menyebutkan:

(1) Suami wajibmeindungi istrinyadan
memberikan segal asesuatu keper-
[uan rumah tangga sesuai dengan
kemampuannya

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah
tanggasebaik-baiknya

Padahal jawaban respondenlain-
nya, hakim agama, memiliki kecende-

rungan normative dalam menyatakan
pendapatnya. Responden yang berbeda
pendapat tersebut menekankan bahwa
secarafaktual, kerjasamaantara suami
danistri dalam mencukupi kebutuhan
ekonomi keluarga adal ah diperlukan.
Bahkan di beberapadaerah, perempuan
lah yang paling bertanggung jawab
mencari nafkah untuk keluarga. Penda-
patnyaagaknyasesua dengan pendlitian
Sendow seperti dikutip dari Yulianadan
Dasrir Miftah yang menemukan fakta
bahwa peranan perempuan dalam pem-
berdayaan ekonomi pada masyarakat
petani |ebih dominan dibandingkan | aki-
laki (Yulianadan Dasrir Miftah, 2009).
lamenambahkan,” namun secara
normative UU tersebut tetap relevan,
sebab sebuah kel uargamembutuhkan
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kepastian hukum tentang kewgjiban sua:
mi dalam menafkahi keluarga’. Hal ini
karenaketerbatasan perempuan dengan
kodratnyayang harus melahirkan dan
merawat anaknya. Menurutnya, jika
tidak ada kepastian hukum tersebuit,
justrutidak dgpat melindungi perempuan.
Bisa jadi perempuan dituntut cerai
suaminyakarenatidak dapat memberi
nafkah, padahda sangisiri dalam keadaan
hamil atau telah melahirkan sehingga
tidak dapat beraktifitas untuk memberi
nafkah.

Pertanyaan ketigadiajukan ten-
tang apakahistri dapat memiliki peng-
hasilan sendiri. Delapan responden
menyatakan setuju bahwa istri dapat
memiliki penghasilan. Alasannyayang
dikemukakan antara lain, membantu

suami dalam pemberdayaan ekonomi
keluarga, memiliki kemandirian dalam
ekonomi, danistri memiliki dayatawar
tersendiri.

Adabeberapa responden mem-
berikan catatan mengenal kesetujuannya
terhadgpistri memiliki penghasilansendiri.
Secaragarisbesar responden mengata-
kan “istri dapat membantu mencari
nafkah sepanjang tidak melupakan
perannyasebagal seorangistri danibu
dalamrumahtangganya.

Tanggung Jawab suami-igtri ddlamurusan
rumah tanggadan sebagai orang tua

Peneliti mengaj ukan pertanyaan
antaralain (1) tanggung jawab dalam
rumah tangga(2) tanggungjawab daam
pendidikan keluargadan agama. Visudi-
sas jawaban dapat dilihat padabagan 3.

= Suami

M Istri

Bersama-sama

TanggungJawab Urusan
Rumah Tangga

Tanggung Jawab
Mendidik dan Agama

Bagan 3. Tanggung Jawab suami-istri dalam urusan rumah tangga
dan sebagai orang tua
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Pertanyaan pertama mengenai
tanggungjawab daam urusanrumah, dua
dari delapan responden menyatakan
bahwatanggung jawab itu terletak pada
padaistri. Alasan yang dikemukakan
adal ah alasan normative, di manaperan
istri yang paling besar adal ah mengurus
urusan rumah tangga. Sementaraenam
responden lainnya menjawab bahwa
urusan rumah tanggasebaiknyaditang-
gung bersama-sama antara suami dan
igtri. Jawaban enam responden itu sedikit
berbedadengan bunyi pasa 34 (2) UUP.

K etikajawaban enam responden
dibenturkan dengan bunyi pasal 34 (2)
tersebut merekamengungkapkan bahwa
di daam kehidupan nyatakeharmonisan
membutuhkan kerjasama baik dalam
urusan ekonomi maupun urusan rumah
tangga. Mereka beranggapan bahwa
urusan rumah tangga terkadang sama
beratnyaatau bisalebih berat daripada
mencari nafkah. Meskipun mereka
secara pribadi mengatakan perlunya
kerjasama, namun secara normative
merekatetap mempertahankan pasal di
atas. Alasannyapasa itu sebagal penye-
imbang dan kepastian hukum akan kedu-
dukan suami sebagai yang paling ber-
tanggung jawab dalam memberi nafkah
karenaketerbatasan istri akan kodrat-
nya

Pertanyaan keduamengenal tang-
gung jawab dalam pendidikan dan aga-
ma, satu dari delgpan responden menja
wab bahwatanggung jawab itu berada
di pundak suami. Alasannyakarenasua
mi pemimpin keluarga. Sementarasatu

lagi menjawab bahwai stri yang bertang-
gung jawab. Danssanyaenamdari dela
pan responden menjawab baik suami istri
bersama-samamemiliki tanggung jawab.

Alasan bahwaidgtri paling bertang-
gung jawab karenaistri memiliki banyak
waktu untuk anak-anak merekadaripada
suami yang lebih bertanggung jawab
memberikan nafkah. Jedi istri harusdibe-
kai dengan pengetahuan dan agamayang
baik sehinggadapat membesarkan anak-
anak yang berkualitas. Sedangkan lima
responden sisanya beralasan bahwa
anak-anak adalah (1) amanah untuk ke-
duaorangtua, (2) jikakeduanyabercera
anak adalah tanggung jawab kedua
orangtua, (3) suami danigtri sdingmem-
bantu dalam mendidik anak.

Kenyataan di beberapadaerah di
Indonesia, seperti tulisanMoller, perem-
puan lebih terlihat aktif dalam acara-
acara pengajian dan majlis taklim
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
tidak hanyamenunjukkan upayaperem-
puan untuk menegosi asikan perannyadi
depan public (AndreMaller. 2007: 388),
tidak dapat dipungkiri bahwasemangat
wanitauntuk menimbailmu agamasangat
besar dan itu penting dalam membina
rumahtangga.

Konsekuensi Hukum

Padasub temakali ini, digjukan
duapertanyaan mengenai konsekuensi
hukum terhadap peran suami istri dalam
keluarga. Pertanyaan yang digjukan
berupa (1) suami dapat diguget ceral bila
tidak memberikan nafkah. (2) Istri dapat
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digugat cera bila tidak memberikan
nafkah. Hasi| jawaban responden dapat
dilihat dalam bagan 4.

Atas pertanyaan itu responden
seluruhya sepakat jika suami dapat
diguget cerai jikatidak memberi nafkah,
danistri tidak dapat digugat jikatidak

memberi nafkah. Alasan normativnya
karena sesuai dengan UUP perihal
tanggung jawab suami dalam memberi-
kan nafkah. Sementaradasanidedisnya
karenaistri memiliki keterbatasan secara
kodratnyasebagai ibu.

o Setuju

H Tidak setuju

0 - T

memberi nafkah

Suami dapat digugat jika tidak Istri dapat digugat jika tidak

memberi nafkah

B. Hubungan Antara Respon Hakim
Agama terkait Kesetaraan
Gender terhadap UUP dan KHI

Hasi| jawaban responden seti dak-
nyadapat dikerucutkan menjadi duahal.

Pertama, hakim agamamemiliki kecen-

derungan normative dalam persepsinya

yang berhubungan dengan kedudukan
suami istri dalam rumah tangga yang
membawakonsskuens hukum (yuridis).

K edudukan tersebut meliputi tanggung

jawab nafkah di pundak suami semen-

tara, sementaraistri bertanggung jawab
dalam urusan rumah tangga. Perbedaan

itu membawakonsekuens hukum atas
perannyamasing-masing. Secaranorma:
tiveyuridishubungan antarasuami dan
istri, baik dalam kedudukan maupun
tanggung jawabnya mencari nafkah
diperlukan perbedaan bukan kesamaan.
Hal ini untuk memberikan kepastian
hukum dalam rangkamenuju keluarga
yangidedl.

Istri dengan kodratnya yang
mengandung, mel ahirkan dan menyusuii
tidak dapat lagi dipersoa kan. Karena
keterbatasanitulahistri perlu mendapat-
kan kepagtianhukumnya Jkaidri dituntut

34

SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 21-37



memiliki tanggung jawab yang sama
antarasuami danigiri dalam ha tanggung
jawab memberi nafkah, makahd ituakan
menyulitkanigtri. Bahkanbisasgaidri di
guget ceral olehsuami ketikatidak membe-
rikan nafkah sementaraigtri meshmengan-
dung, menyusui danmerawat bayinya

Oleh sebabitu, jugamenurut pan-
dangan hakimagama, pasal-pasa daam
UUP maupun dalam KHI dipandang
masi hrelevan, karenamampu menem-
patkan kedudukan istri sesuai dengan
kodratnya.

Kedua, responden secaraumum
memperseps kan peran yang cenderung
lebih dagtisantarasuami danistri dalam
kehidupan keluarga. Responden tidak
membagi peran antarasuami-istri secara
kaku padahal-hal yang berkaitan deng-
anurusan nafkah, rumah tangga, dan ke-
wajiban mendidik anak. Sebagian besar
berpendapat bahwakerjasamadi antara
keduanyajustru lebih baik, bukan pem-
bagian peran yang ketat. Menurutnya,
kerjasamaantarasuami danidlri justrugkan
membawakeharmonisandaamkduarga

Persepd ini lebihmenggambarkan
padaperssps hubungan suami istri daam
kehidupan sehari-hari pararesponden.
Penelitian Prihatinah tentang persepsi
para pegiat gender juga sama, yaitu
menginginkan suatu hubunganyang lebih
elagtisdaam membinarumahtangga(Tri
Ligtiani Prihatinah. 2009). Tal cott Parson
jugamenjabarkan hubungan yang lebih
fungdgondisantarasuami danistri dengan
keterlibatan bersamadalam membina
rumah tangga (Gender Role. www.

wikipedia.org).

Daamkonteksini, nampaknyasu-
dah terdapat pergeseran budayadi mana
dahulu perempuan hanyamemiliki ruang
sebatas* dapur, kasur dan sumur”. Kini
bahkan laki-laki dan perempuan dapat
berbagi dalam ruang “ dapur, kasur dan
sumur” dengan perempuan. Pun dalam
ruang publik keduanyamemiliki kesem-
patan yang sama. Geert Hoof-stede
menyebut budayadi manalaki-laki yang
tidak canggung untuk berbagi peran
dengan perempuan dengan sebutan
kebudayaan yang lebih feminis (Geert
Hofstede, 2001: 297).

Idamjugamengend relas gender.
Idammemang menempatkan|aki-laki atau
suami sebagai pemimpin dalam rumah
tangga, seperti dalam Q.SAn Nisaayat
3dyangartinya“ Kaumleaki ituadaah
pemimpinbagi kaumwanita....”. Namun
begitu, posisi ini tidak berarti me-
nempatkan lelaki |ebih penting dari pe-
rempuan. Nabi Muhammad bahkan ber-
katadaam suatu hadisyang diriwayatkan
oleh Bukhori-Mudlim yang memerin-
tahkan umatnyauntuk berbakti kepadaibu
dengan menyebutnyasebanyak tigakali
baru kemudian menyebut namaayahnya

Jkadiperhatikan, keduakesim-
pulan di atasnampak bertolak belakang.
Di satuss cenderung normetive, namun
di sisi lain cenderung kontekstual. Na-
mun pendlitianini berargumen bahwase-
benarnyatidak adayang bertentangan di
antarakedua pandangan tersebut. Me-
mahami kedudukan antaralaki-laki dan
peremuan secaranormeative dengan men-
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dudukkan laki-laki sebagai kepaakelu-
argayang memberi nafkah bagi keluarga
justru memberikan kepastian hukum
dalam perubahan konstruksi gender
kekinian. Dari sni tampak suatu hubung-
an antarahukum dan perubahan sosial.
Padakasusini, penditianini berargumen
bahwahukum perkawinanmashreevan
dengan pergeseran kongtruks peran gen-
der yang kini lebih cenderung el astis.
Akhirnya, studi kasusini dapat ditarik
suatu pel ajaran bahwahukum mampu
memberi kepastian di tengah perubahan
sosid, dihaih hukum mendorong atau
menghambat suatu perubahan.

Kesimpulan
1. Responhakimagamaterkait kesetar
raan gender dalam UUP dan KHI
memiliki dua bentuk. Pertama,
hakim agama memiliki kecende-
rungan normativedaam persgpsnya
yang berhubungan dengan kedudu-
kan suami istri dalam rumah tangga
yang membawakonsekuens hukum
(yuridis). Kedudukan tersebut meli-
puti tanggung jawab nafkah di pun-
dak suami sementara, sementaraidiri
bertanggung jawab dalam urusan
rumah tangga. Perbedaan itu mem-
bawa konsekuensi hukum atas pe-
rannyamasing-masing. Secaranor-
mativeyuridishubungan antarasuami
dan istri, baik dalam kedudukan
maupun tanggung jawabnyamencari
nafkah diperlukan perbedaan bukan
kesamaan. Hd ini untuk memberikan
kepastian hukum dalam rangka

menuju keluargayangideal. Kedua,
responden secara umum memper-
sepskan peranyang cenderung lebih
elastisantarasuami danistri dalam
kehidupan keluarga. Responden
tidak membagi peran antarasuami-
istri secarakaku padahal-hal yang
berkaitan dengan urusan nafkah,
rumahtangga, dan kewgjiban mendi-
dik anak. Sebagian besar berpen-
dapat bahwa kerjasama di antara
keduanyajustru lebih baik, bukan
pembagian peranyang ketat. Menu-
rutnya, kerjasamaantarasuami dan
istri justru akan membawa kehar-
monisandaamkeuarga. Persepg ini
lebih menggambarkan padaperseps
hubungan suami istri dalam kehidu-
pan sehari-hari pararesponden.

2. Memahami kedudukan antaralaki-
laki dan perempuan secaranormative
dengan mendudukkan laki-laki seba-
ga kepalakeluargayang memberi
nafkah bagi keluargajustru mem-
berikan kepastian hukum dalam
perubahan konstruks gender kekini-
anyang eagtisdi manalaki-laki dan
perempuan dapat saling membagi
perannyatanpatersekat. Dari sini
tampak suatu hubungan antara
hukum yang member kepastian di
tengah perubahan sosial

Saran

Hukum perkawinanmasihrdevan
dengan pergeseran konstruksi peran
gender yang kini lebih cenderung e adtis,
sehinggatidak perlu adaperubahan.
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